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LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI 

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Tahun Sidang : 2015 – 2016 

Masa Sidang : I 

Rapat : Ke -  

Jenis Rapat : Rapat Kerja 

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2015 

Sifat : Terbuka 

Pukul : 14.30 WIB s.d 16.45 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),  

Gedung Nusantara DPR RI 

Acara : 1.  Evaluasi kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi sampai dengan Semester I Tahun 2015. 

2.  Penjelasan pokok-pokok Rencana Kerja dan Anggaran  Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam 
Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016. 

Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA 

Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi 

Hadir Anggota :       dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitra : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
beserta jajaran. 

 

 
KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT 

 
I. PENDAHULUAN 

1.  Rapat  dibuka pada pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka 
untuk umum.  

2.  Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada hari ini adalah evaluasi kinerja 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai dengan 
Semester I Tahun 2015 dan penjelasan pokok-pokok Rencana Kerja dan Anggaran  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan 
RAPBN Tahun Anggaran 2016. 

3.  Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya. 

4.  Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan 
pertanyaan dan tanggapan. 
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II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT: 
 
 

1. Komisi V DPR RI telah mendapatkan penjelasan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan 14 September 2015 sebagai 
berikut: 
 
 
 

 
Kementerian/Lembaga 

APBN-P 

TA 2015 

(Miliar Rupiah) 

Keuangan 
(%) 

Fisik (%) 

Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 

8.997,34 15,25 15,25 

 

 

Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi untuk melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran termasuk mengatasi 
hambatan sehingga target pencapaian yang direncanakan dapat terealisasi minimal sebesar 
93,83%. 
 

2.  Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN 
TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:    

 

    Dalam ribu Rupiah 

No. Unit Eselon I/Program Pagu Kebutuhan 
Pagu Hasil 
Penajaman 

RAPBN TA 2016 
Kekurangan 

1. Sekretariat Jenderal  
(Program Dukungan Manajemen dan 
Tugas Teknis Lainnya Kementerian 
Desa, PDT dan Transmigrasi) 

514.813.400 514.813.400 -- 

2. Inspektorat Jenderal 
(Program Pengawasan Dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 
Kementerian Perhubungan) 

52.966.505 52.966.505 -- 

3. Ditjen Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(Program Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa) 

6.313.988.000 2.403.940.000 3.910.048.000 

4. Ditjen Pembangunan Kawasan 
Perdesaan 
(Program Pembangunan Kawasan 
Perdesaan) 

3.984.226.000 828.200.000 3.156.026.000 

5. Ditjen Pengembangan Daerah 
Tertentu 
(Program Pengembangan Daerah 
Tertentu) 

3.512.895.000 591.383.319 2.921.511.681 

6. Ditjen Pembangunan Daerah 
Tertinggal 
(Program Pembangunan Daerah 
Tertinggal) 

3.377.411.000 794.489.200 2.582.921.800 

7. Ditjen Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan Permukiman 
Transmigrasi 
(Program Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan Permukiman 
Transmigrasi) 

2.505.290.000 803.789.800 1.701.500.200 
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No. Unit Eselon I/Program Pagu Kebutuhan 
Pagu Hasil 
Penajaman 

RAPBN TA 2016 
Kekurangan 

8. Ditjen Pengembangan Kawasan 
Transmigrasi 
(Program Pembangunan dan 
Pengembangan Kawasan 
Transmigrasi) 

3.112.097.000 1.049.502.141 2.062.594.859 

9. Badan Penelitian dan 
Pengembangan, Pendidikan dan 
Pleatihan serta Informasi 
(Program Penelitian Dan 
Pengembangan Pendidikan dan 
Pelatihan serta Informasi) 

456.221.000 230.217.700 226.003.300 

                           TOTAL 23.829.907.905 7.269.302.065 16.560.605.840 

 
Selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran yang diusulkan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada saat pembicaraan 
pendahuluan RAPBN TA 2016 untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan 
mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI. 

 
 

3.  Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi agar program masing-masing unit organisasi dilaksanakan pada daerah 
provinsi/kabupaten/kota yang sangat membutuhkan serta disesuaikan dengan masukan dari 
Komisi V DPR RI mengenai program pembangunan daerah pemilihan pada 
provinsi/kabupaten/kota tertentu. 

 
4.  Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi untuk melanjutkan pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program dalam 
RAPBN TA 2016  pada unit Eselon I dalam Rapat Dengar Pendapat mendatang. 

 
 

III. PENUTUP 

        Rapat ditutup pukul 16.45 WIB. 
 

   Jakarta, 15 September 2015 
 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,  

 
TTD 

 

MARWAN JA’FAR 

KETUA RAPAT, 

 

TTD 
 

FARY DJEMY FRANCIS 
 


